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BUPAT MEEsU

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN nupATY MIESULI
NOMOR 41 TAUN D02
TENTANG
PENARARAN PERUBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGOARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUI

‘ Menimbang bahwa untuk  me

Daerah Nomor |
Pendapatan dan

laksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
-‘}Seﬁ‘umn Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran

Mengingat ¢ ), Undnng-Undnng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

J.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

+. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4933); .

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

!-.4
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8.

10.

11.

12.

13.

7

diubnh denpan Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2020 N”m(.)r
245, Tambahan  Lembaran Nepara lh-pul;lik Indonesia
Nomor G673);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintnhan  Daerah  (Lembaran - Negara
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sehagaimana telab
diubah beberapn kali terakhir dengan Undang-Undang,
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pCl"‘-'t'”l)”""
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

tentang
Republik
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20.

21.

22,

23.

24.

25.
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Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 R:mﬁi
Standar Pelnynnan Minimal (Lembaran Negara I?Daran
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesin Nomor 6178); .
Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2918 ten ii
Pinjaman Daerah (Lemburan Negara Republik Indones

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntar?g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standz':tr
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
976);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Menduku.rlg
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Cowc.i_
19) dan Dampaknya (Berita Negara RGPUb_hk Indonej;i
Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah de;gzl
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun
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tentang Perubahan Atas Peraturan M:.‘nlcri‘i(cun‘ngill{r;
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolann Transfer
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 I)n.lnm
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Cur-mm Virus
Discase 2010 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor B25);

Peraturan Menteri Sosinl Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
‘ Provinsi  dan

Minimal = Bidang  Sosinl  di

Dnernh
Kabupaten/Kota (Beritn Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor B68); P }
crumahan

Peraturan  Menteri  Pekerjaan 2 :
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis

Standar  Pelayanan  Minimal Pekerjaoan  Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Tahun 2018 Nomor 1891);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32

Tahun 2018 tentang Standar Tcknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Umum dan

Indonesia

Nomor 1687);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun

2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor
05);

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacra?
Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesujl

Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahﬁ{;
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesu

Tahun 2020 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

i sRUBAHAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERU

‘ ) TAHUN
ANGOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ANGGARAN 2021

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan ¢

1.

L]

=~I

10.
L].
12.

13.

14.

15.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik In(lnm'.‘"iu yang "‘f.’,mq%f"ig
kekuasaan  pemerintahan Negarn  Kesatuan  Republik I.II(I()HCS-I-I 'y;:rﬂ
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

) . : ‘nyelenggara
Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur pfn)d(.'nﬁ‘:’};,l;‘
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintaheé
yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Dacrah adalah Bupati Mesuji.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjfidl
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kem;ntcnap
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungj,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dew

an Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daer

Urusan Pemerintahan Pilihan ad

alah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah..

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan

. . 3 t
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusa
dan Daerah.
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. dana yang
16. Dana Alokasi Umum Yang sclanjutnya clising’kat DA‘U adﬂ?:gas fujuae
bersumber darj pendapatan APBN yang dialokasikan ek mendanal
pemerataan kemampuan keuangan antar-Dacrah Ry :
kebutuhan Daergh dalam rangka pelaksanaan Descntralisasi.  dang, ve
17. Dana Alokasi Khusys yang sclanjulnya disingkat DAK ad}aia ada Daerah
bersumber dari pendapatan APBN yang dlalokalmkale pkhusus vang
tertentu dengan twjuan untuk membantu mem.:lanal keglatanD o
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Da ' diakui

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daeraﬁ yal’;%l ———
sebagai pengurang nilaj kekayaan bersih dalam periode tahun ang
berkenaan. ) Kkembali

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar d ctr;:hun
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. -

20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengaklba}tk?n Daegari
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uan%
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. ~

22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badaljl layanan umum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran,

24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atay yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.

26. Peraturan Kepala Daerah

yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Bupati Mesuji.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar
Rp.900.479.501.607,00 bertambah sebesar Rp.32.566.977.530,00

menjadi Rp.933.046.479. 137,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 841.979.501.607,00

b. Berkurang Rp. (5.945.825.155,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 836.033.676.452,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 900.479.501.607,00
b. Bertambah Rp. 32.566.977.530,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 933.046.479.137,00

sehingga
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Pembiayaan Daecrah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sctelah

Rp. 60.000.000.000,00
Rp. 39.412.802.685 00
Rp. 99.412.802.685,00 ;

Perubahan
b. Pcn‘gclu:;mn Pembinynan Rp. 1.500.000.000,00
1) Semula Rp. 900.000.000,00

2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah

Perubahan

Rp. 2.400.000.000,00

Rp. 07.012.802.685,00

Rp. -

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan  Penjabaran  Perubahan  APBD  Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

Penjabaran  Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dar Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; '

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
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Pasal 4

Lampiran sebagnimang tersebut dalam Pasal

i idak
3 merupakan bagian yang tida
terpisahkan dari pe

raturan Bupnyj Mesuji ini,

Pasal 5

. ' v Yol 5 'ni
Pelaksanaan penjaburay Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan i

\ N ' are r ¢ o .r'J
dituangkan lebip lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerj

perangkat dacrah sesugj dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupatj Mesuiji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan beénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Wiralaga Mulya
Pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI MESUJ],

i,

.

SAPLY TH,
Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 04 Oktober 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 41

Dipindai dengan CamScanner



